
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

T E N T A N G 

RENCANA PEMBANGUNAN J A N G K A v IENENGAH D A E R A H 

TAHUN 2025-2029 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

Menimbang : bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah, per lu menetapkan Pera turan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah 

T a h u n 2025-2029 ; 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negsna Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Teimbahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ke]:ja menjadi 

Undang-Undang (LembarEin Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Menimbang : 

Mengingat 

TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah: 

tentang Rencana Pembangurian Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029, 

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana. 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi! 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856),



4. Undang-undang (UU) Nomor 59 T a h u n 2Ci24 tentang 

Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Nasional T a h u n 

2025-2045 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2024 Nomor 194, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6987) ; 

5. Pera turan Pemerintaih Ncmor 8 T a h u n 2C08 tentang 

Tahapan , T a t a Caira Penyusunan , Pengendaliam dan 

E v a l u a s i Pe laksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 

Nomor 2 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4698) ; 

6. Pera turan Presiden Nomor 12 T a h u n 2025 tentang 

Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional 

T a h u n 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2025 Nomor 19); 

7. Pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 

tentang T a t a C a r a Perencanaan, Pengendalian dan 

E v a l u a s i Pembangunan Daerah, T a t a Cai-a E v a l u a s i 

Rancangan Pera turan Daerah tentang: Rencana 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah d s n Rencana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah serta T a t a C a r a 

Perubahan Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang 

Daerah , Rencana Pem_bangunan J a n g k a 

MenengahDaerah, dan Rencana Ker ja Pemerintah Daerah 

(Beri ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 21017 Nomor 

1312). 

Dengan Persetujuan Bisrsama 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H KOTA 

GORONTALO 

dan 

W A L I KOTA GORONTALO 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H TENTANfG RENCANA PEMBANGUNAN 

J A N G K A M E N E N G A H D A E R A H TAHUN 2025-2029 . 
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4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6987): | 

5. Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan: 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik: 

Indonesia Nomor 4698), 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana: 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

MenengahDaerah, dan Rericana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

198121. | 

| 
Dengan Persetujuan Bersama | 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

GORONTALO 

dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
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Pasa l 1 

Da lam Peraturan Daerah in i yang d imaksud d(5ngan: 

1. Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional T a h u n 2025-2029 , 

yang se lanjutnya disingkat R P J M N ada lah dokumen perencanaan 

pembangunan nas iona l u n t u k periode 5 {lima} t a h u n terhtitung sejak 

t ahun 2025 sampai dengan t a h u n 2029 . 

2. Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah Kota Gorontalo T a h u n 

2025-2:045 yang se lanjutnya disingkcit R P J P D adalat i dokumen 

perencanaan Daerah u n t u k periode 20 (dua puluh) t ahun . 

3. Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah Kot£ L Gorontalo 

T a h u n 2025-2029 yang se lanjutnya disebut R P J M D ada lah dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah u n t u k periode 5 (lima) t a h u n 

terhitung sejak t a h u n 2025 sampa i denggin t a h u n 2029 ; 

4. Rencana Ker ja Pemerintah Daerah yang se lanjutnya disingkat R K P D 

adalah dokumen perencanaan Daerah u n t u k periode 1 (satut) t ahun . 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se lanjutnya disebut Rens t ra 

Perang;kat Daerah ada lah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

u n t u k periode 5 (lima) t ahun . 

6. Pembangunan Daerah ada lah u s a h a yang sistemtitik u n t u k 

pemanfaatan sumber daya yang d imi l ik i Daerah u n t u k peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat , kesempatan kerjei, lapangan 

berusaha, meningkatkan akses dan kua l i t as pe layanan publ ik dan daya 

saing daerah sesua i dengan u r u s a n pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. 

7. Perencanaan Pembangunan Daerah ada lah s u a t u proses u n t u k 

menentukan kebi jakan m a s a depan, mela lu i u r u t a n pi l ihan, yang 

mel ibatkan berbagai u n s u r pemangku kepentingan, guna piemanfaatan 

dan pengalokasian sumberdaya yang ada da lam j a n g k a w a k t u tertentu 

di Daerah . 

8. V i s i ada lah r u m u s a n u m u m mengenai keadaan yang diinj^inkan pada 

akh i r ]5eriode perencanaan. 

9. Mis i ada lah r u m u s a n u m u m mengenai upaya-upaya yang a k a n 

d i l aks jmakan u n t u k mewujudkan v is i . 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

IL. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 

yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terkitung sejak 

tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo Tahun 

2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalahk dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 20 (daa puluh) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun| 

terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, | 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD| 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. | 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah: 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya! 

saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu 

di Daerah. | 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
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10. Stratej^ ada lah langkah- langkah ber is ik i in program- program indikat i f 

u n t u k mewujudkan v is i dan mis i . 

1 1 . Kebijalcan ada lah a rah/ t indakan yang diambi l oleh Pemerintah Daerah 

u n t u k mencapai tu juan . 

12 . Program ada lah bentuk ins t rumen kebi jakan yang berisi s a tu a t au lebih 

kegiatcin yang d i l aksanakan oleh Perang;kat Daerah a tau masyarakat , 

yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

u r u s a n pemerintahan di bidang perencanaan u n t u k mencapai s a sa ran 

dan tu juan pembangunan Daerah. 

13 . Keuangan Daerah ada lah s emua h a k dan kewaj iban daerah da lam 

rangke. penyelenggaraan Pemer intahan Daerah yang dapat d ini la i 

dengan uang t e rmasuk d ida lamnya segala bentuk kekayaan yangj 

berhubungan dengan haJc dan kewaj iban daerah tersebut. 

14. Pengendalian dan eva luas i Pembangunan Daerah ada lah s u a t u proses 

pemantauan dan supervis i da lam penyusunandan pe laksanaan 

kebijalcan pembangunan serta meni la ihas i l rea l isas i k iner ja dan 

keuangan u n t u k memast ikan tercapainya target secara ekonomis, efisien 

dan ek^ktif. 

15 . Daera l i adaleih Kota Gorontalo. 

16. Pemer intahan Daerah ada lah penyelenggaraan U r u s a n Pemer intahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan Tugas Pembantuan d(mgan pr insip otonomi se luas-

l u a s n y a da lam sistem dan pr insip Negarsi Kesa tuan Republ ik Indonesia 

sebagaimana d imaksud da lam Undang-Undang D a s a rNegara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945. 

17 . Pemerintah Daerah ada lah Wal i Kota sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemer intahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n 

pemerintahan yang menjadi kewenangain daerah otonom. 

18 . Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

Pasa l 2 

(1] R P J M D merupaikan penjabairan dar i v is i , m is i , dan prograra Wal i Kota 

terpi l ih has i l pemi l ihan t a h u n 2024. 

10. 

14. 

Li 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

aah 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan. 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau imasyarakat, 

yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk mencapai sasaran 

dan tujuan pembangunan Daerah. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Pengeridalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunandan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan serta menilaihasil realisasi kinerja dan 

keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien 

dan efektif. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia| 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa rNegara Republik 

Indonesia Tahun 1945. | 

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan prograrn Wali Kota 

terpilih hasil pemilihan tahun 2024.
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(2) R P J M D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat tujujm, sasa ran , 

strategi, a r ah kebi jakan, Pembangunan Eiaerah dan Keuangan Daerah, 

serta program Perangkat Daerah dan l intas Perangkat Daerah yang 

disertai dengan kerangka pendanaan be:rsifat indikat i f u n t u k j a n g k a 

w a k t u 5 (lima) t ahun terhitung sejak t ahun 2025 sampai dengan 

t a h u n 2029. 

(3) R P J M D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i s u s u n dengan 

berpedoman pada R P J P D dan R P J M N sierta memperhat ikan rencana 

pembangunan j angka menengah Provinsi ( lorontalo dan R T R W Daerah . 

Pasa l 3 

R P J M D sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 2 berfungsi sebagai: 

a . l andasan dan pedoman bagi Pemer intah Daerah da lam me laksanaka i i 

Pembangunan Daerah u n t u k j angka w a k t u 5 (lima) tahun terhitung 

sejak taliun 2025 sampai dengan tahun 2029; 

b. pedoman da lam penyusunan Rens t ra Perangkat Daerah sesua i periode 

R P J M D ; 

c. pedoman da lam penyusunan R K P D sesua i periode R P J M D ; 

d. a cuan tiagi s e lu ruh pemangku kepentingan da lam pe laksanaan kegiatan 

pembangunan s e sua i periode R P J M D ; dan 

e. ins t rumen eva luas i penyelenggaraan Pemenntahan Daerah sesua i periode 

R P J M D . 

Pasa l 4 

(1) R P J M D sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 2 d i s u s u n dengan 

s istemat ika: 

a . B A B 1 : Pendahuluan; 

b. B A B 11 : Gambaran U m u m Daerah ; 
i 

c. B A B I I I : V i s i , Misi , dan Program Prior i tas Pembangunan Daerah; 

d. B A B r V : Program Perangkat Daerah dan Kiner ja Penyelenggaraan 

Pemer intahan Daerah ; dan 

e. B A B V : Penutup. 

[2j Dokumim R P J M D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tercantum da lam 

Lampirein yang merupakan bagian t ida l : t e rp isahkan dar i Pe ra turan 

Daerah in i . 

(2) 

(3) 

- Bk 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, 

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang 

disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 

tahun 2029. 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan rencana 

pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo dan RTRW Daerah. 

Pasal 3 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: 

a. 

(1) 

(2) 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, 

pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode 

RPJMD: 

pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD, 

acuan kagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sesuai periode RPJMD, dan 

instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode 

RPJMD. 

Pasal 4 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika: 

a. BABI : Pendahuluan, 

b. BABII : Gambaran Umum Daerah, 

c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 

d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, dan 

e. BAB V : Penutup. 

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tercantum daiam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini.



- 6 -

Pasa l 5 

(1) Wal i Kota m e l a k u k a n pengendalian dan eva luas i terhadap pe laksanaan 

R P J M D . 

(2) Pengendalian dan eva luas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iputi : 

a . pengendalian terhadap pe rumusan keb i jakan R P J M D ; 

b. pe laksanaan R P J M D ; dan 

c. evaluasi terhadap has i l R P J M D . 

(3) T a t a ca ra pengendalian dan evaluas i pe laksanaan R P J M D sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i l aksanakan sesua i dengan 

ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 6 

(1) Perubahan R P J M D dapat d i l akukan apabi la: 

a . has i l pengendalian dan evaluas i m e n u n j u k k a n bahwa proses 

pe rumusan t idak sesua i dengan tahajran dan tata ca ra ]Denyusunan 

rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan 

pera tu ran perundang-undangan; 

b. has i l pengendalian dan eva luas i m e n u n j u k k a n bahwa subs tans i yang 

d i r u m u s k a n , t idak sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/a tau 

c. terjgLdi perubahan yang mendasar . 

(2) Perubal ian yang mendasar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c, 

mel iputi : 

a . terj£idinya bencana a lam; 

b. goncangan politik; 

c. krisLS ekonomi; 

d. k o n J i k sosial ; 

e. ganj^guan keamanan ; 

f. pemekaran Daerah ; dan/a tau 

g. perubahan kebi jakan nas ional . 

Pasa l 7 

Pera turan Daerah in i mu la i be r laku pada tang;gal d iundangkan. 

Gk 

Pasal 5 

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan: 

(2) 

RPJMD. 

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD, 

b. pelaksanaan RPJMD, dan 

c. evaluasi terhadap hasil RPJMD. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

(1) 

(2) 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, dan/atau 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

meliputi: 

a. terjadinya bencana alam, 

b. goncangan politik: 

c. krisis ekonomi, 

d. konilik sosial: 

e. gangguan keamanan, 

f. pemekaran Daerah, dan/atau | 

g. perubahan kebijakan nasional. | 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Pera turan 

Daerah in i dengan penempatannya da lam Lemibaran Daerah Kota Gorontalo. 

Di te tapkan di Gorontalo 

padatangga l 9 9 Agus tus 2 0 2 5 

f>^AU KOTA GORONTALO 

ADHAN D A M B E A 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggjil 29 Agus tus 2025 

S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

J I D 

LEMBARAN D A E R A H KOTA GORONTALO TAPlUN 2025 NOMOR 3 

N O R E G PEIRATURAN D A E R A H KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : 
(3/18/2025) 

| 

Ph | 
| 
| 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 Agustus 2025 

(“WWALI KOTA GORONTALO ok 

Oo —— 
ADHAN DAMBEA | 

Diundangkan di Gorontalo | 

pada tanggal 29 Agustus 2025 | 

SEKRETARIS D H KOTA GORONTALO, | 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : 
(3/18/2025) 


